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PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.TSe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tanjung  Selor  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  tempat/tanggal lahir Pappolo, 26 Desember 1981, agama Islam,

pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  pendidikan  S1,  tempat

kediaman di  XXX Kecamatan XXX,  Kabupaten Tana Tidung,

Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON,  tempat/tanggal  lahir  Tehoru,  14  Juni  1980,  agama  Islam,

pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  pendidikan  S1,  tempat

kediaman Jalan  XXX RT. 005, Desa XXX Timur, Kecamatan

XXX,  Kabupaten  Tana  Tidung  Provinsi  Kalimantan  Utara,

sebagai Termohon;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi

di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  permohonanya tanggal  10  Juni  2020

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tanjung  Selor,  dengan  Nomor

150/Pdt.G/2020/PA.TSe,  tanggal  10  Juni  2020,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Juni 2013

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tarakan Barat,

 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 24 Juni 2013; 
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di  Jl.

Agis Pulak, Rt.005, Desa XXX, Kec. XXX, Kab. Tana Tidung; 

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  telah  melakukan

hubungan layaknya suami istri, tidak dikaruniai anak; 

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon

berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2017 rumah tangga Pemohon

dan Termohon mulai  tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sampai

sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; 

5. Bahwa akibat  perselisihan dan pertengkaran tersebut  di  atas,  Pemohon

pergi meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun 2017 dan

sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal; 

6. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  menjalani  mediasi  di  Dinas

Pendidikan Tanjung Selor dan di BKD Tanjung Selor , namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas  Pemohon

sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon

untuk membina rumah tangga yang bahagia  dimasa yang akan datang,

oleh  karena  itu  Pemohon  merasa  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk

 mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon; 

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Tanjung Selor;  

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku;  

 Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
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persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan  di persidangan tanggal  12  Juni  2020,  tanggal  24  Juni  2020  dan

tanggal  1  Juli  2020, Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil  permohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Permohonan

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  terhadap  Permohonan  Pemohon,  Termohon tidak  dapat

didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

bukti  berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  PEMOHON  NIK  XXXX

tertanggal  27 Juli  2015 Bukti  fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya,

telah di  nazagelen kemudian diberi  kode (P.1). Diberi  tanggal  dan paraf

Ketua Majelis; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXX  tanggal  24  Juni  2013  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  KUA Kecamatan  Tarakan  Barat,  Kota  Tarakan.

Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan

dengan  aslinya,  ternyata  sesuai  dengan  aslinya,   telah  di  nazagelen

kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  XXXX  kepala  keluarga  atas  nama

PEMOHON tertanggal  29 Juli  2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi
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surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Ketua  Majelis  dicocokkan  dengan

aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi

kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

4. Fotokopi Surat Keputusan Guberbur Kalimantan Utara, Nomor 800/38/3.2-

BKD  tentang  Pemberian  Izin  Perceraian  tanggal  13  Januari  2020  yang

dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut

telah  diperiksa  oleh  Ketua  Majelis  dicocokkan  dengan  aslinya,  ternyata

sesuai  dengan  aslinya,   telah  di  nazagelen  kemudian diberi  kode  (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Swasta,  bertempat  tinggal  di  Jalan  KH.  Ahmad  Dahlan,  RT25 RW08,

Kelurahan  Tanjung  Selor  Timur,  Kecamatan  Tanjung  Selor,  Kabupaten

Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  kakak

kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa setelah  menikah Pemohon dengan Termohon  tinggal bersama

dan membina rumah tangga di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten

Tana Tidung;

- Bahwa  selama pernikahan tersebut  Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa pada  tahun  2015  saat  saksi  akan  melakukan  perjalanan  ke

Kabupaten  Malinau,  saksi  singgah  kerumah  Pemohon  dan  Termohon

untuk menginap, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

baik-baik saja;

- Bahwa saksi  tidak  mengetahui  permasalahan keluarga  Pemohon dan

Termohon,  saksi  hanya  tau  saat  Pemohon  mengajukan  cerai  ke

Pengadilan Agama;

2. SAKSI  2,  umur 37 tahun,  agama Islam,  pendidikan S1,  pekerjaan Guru

SLB, bertempat tinggal di Jalan Gelatik, RT. 45, RW, 5, Kelurahan Tanjung

Selor  Hilir,  Kecamatan  Tanjung  Selor,  Kabupaten  Bulungan,  Provinsi
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Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  teman

Pemohon sejak tahun 2010, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2015;

- Bahwa saksi  tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon

dan Termohon;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah

rumah, saksi  hanya  tahu tiba-tiba Pemohon meminta untuk datang di

Persidangan sebagai saksi;

3. SAKSI  3,  umur  58,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Petani,

bertempat tinggal di Jalan XXX RT.07 RW.03 No.65 Desa XXX Kecamatan

XXX Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Pemohon  karena  saksi  adalah  Paman

Sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa setelah  menikah Pemohon dengan Termohon  tinggal bersama

dan membina rumah tangga di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten

Tana Tidung selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Desa Sebidai

selama  1  (satu)  tahun,  kemudian  Pemohon  dan  Termohon  membeli

rumah  di  Jalan  Pemakaman  Muslim  RT.05  Desa  Tideng  Pala  Timur

Kecamatan XXX Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa  selama pernikahan tersebut  Pemohon dengan Termohon telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  rukun  dan

harmonis  saksi  mengetahui  karena  saksi  sering  berkunjung  kerumah

Pemohon dan Termohon saat masih ngontrak di Desa XXX dan di Desa

Sebidai;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon membeli rumah di Desa Tideng

Pala  Timur  mulai  ada  keretakan  yang  menyebabkan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  tidak  rukun,  hal  itu  saksi  ketahui  pada

pertengahan tahun 2017 saat  Pemohon tinggal  bersama Termohon di
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rumah  baru  hanya  berselang  waktu  3  (tiga)  bulan  saja,  kemudian

Pemohon lebih memilih tinggal sendiri di kontrakan dan Pemohon tidak

pernah kembali tinggal di kediaman bersama Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun

bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah  menyatakan  tidak  sanggup  lagi  untuk

mengajukan  alat  bukti/saksi  lainnya  guna  meneguhkan  dalil-dalil

permohonannya;

Bahwa, pernyataan saksi  1  (satu)  SAKSI dan saksi  2 (dua)  SAKSI 2

yang dihadirkan oleh  Pemohon tidak tahu permasalahan rumah tangga yang

terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwasanya

pernyataan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa, kemudian  Ketua  Majelis  menyatakan  oleh  karena  penilaian

Majelis bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon belum bisa menguatkan dalil-

dalil  permohonannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena

jabatannya  secara  ex-officio mempunyai  alasan  untuk  memerintahkan

Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) dan Pemohon bersedia

mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Termohon dan bermaksud ingin bercerai  dengan Termohon,  sehingga dapat

dinyatakan  Pemohon  memiliki  kepentingan  hukum  untuk  bertindak  sebagai
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pihak  dan  mempunyai  kualitas  untuk  mengajukan  tuntutan  dalam  sengketa

bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  datang  menghadap  (in  person)  di

persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal

26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  tidak  ternyata

ketidakhadiran  Termohon  itu  disebabkan  suatu  alasan  yang  sah  menurut

hukum (default without reason) sesuai Pasal  149 ayat (1)  R.Bg, maka harus

dinyatakan Termohon tidak hadir  dan perkara  a quo  dapat  diperiksa  tanpa

hadirnya Termohon;

Menimbang,  berdasarkan  Pasal  154  R.Bg dan  Pasal  4  Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  bahwa  dalam  perkara  perdata  inklusif didalamnya  mengenai

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon

tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka  proses  Mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di

persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan

cara  menasihati  Pemohon  supaya  bersabar  dan  berupaya  supaya  rukun

kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan

Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;
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Menimbang,  bahwa  dari  dalil-dalil  yang  terdapat  dalam  permohonan

Pemohon  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  pokok  permohonan

Pemohon adalah  disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruiniai anak

sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan salah satu

pihak pergi dari kediaman bersama;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,

sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal

Termohon dapat  dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak

keperdataannya dan atau membela  kepentingannya di  persidangan,   hal  ini

telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur’an

III  :  405  yang  diambil  alih  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  Majelis  yang

menyatakan sebagai berikut:

Artinya : Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan
gugurlah haknya.

Menimbang,  bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat  prinsip

mempersulit  perceraian  dalam  artian  warga  negara  Indonesia  tidak  dapat

mempermainkan  lembaga  pernikahan  yang  sakral  dengan  seenaknya

melakukan  perceraian  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  peraturan  perundang-

undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Termohon secara formil dapat

diartikan  menerima  dan  membenarkan  dalil-dalil  Pemohon,  namun  khusus

dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya

sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan

bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang

menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

didasarkan  pada  pengakuan  dan  atau  adanya  kesepakatan  saja,  karena

dikhawatirkan  timbulnya  kebohongan  (de  groten  langen).  Begitupula  dalam

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai  ikatan perdata biasa akan tetapi

sebagai  mitsaqan  gholidhon (ikatan  yang  kokoh),  sehingga  bagi  suami  istri

haram  hukumnya  bercerai  tanpa  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum.
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Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan

perselisihan  dan  pertengkaran,  Majelis  Hakim  harus  terlebih  dahulu

mendengarkan keterangan dari  pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan  suami  istri  tersebut.  Dengan  demikian,  Pemohon  diwajibkan  untuk

membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  sependapat  dan  mengambil  alih  hujjah

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :  Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil  Permohonannya,  Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode

P.1, P.2, P.3 dan P.4,  dan telah menghadirkan alat bukti  saksi dipersidangan

yaitu: SAKSI, SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  berkode  P.1,  P.2,  P.3  dan  P.4 tersebut

merupakan  fotokopi  sah  dari  suatu  akta  autentik,  telah  dicocokkan  dengan

aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah

di-nazageling,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUH  Perdata  dan

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Yang  dikenakan  Bea  Materai,  harus  dinyatakan  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi  persyaratan formil  dan dapat  diterima,  dan secara  materiil  dapat

dipertimbangkan  karena  alat  bukti  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan dan relevan dengan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  tertulis  yang  bertanda  P.1,

yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXXX

tertanggal 27 Juli 2015  maka harus dinyatakan terbukti  Pemohon merupakan
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warga Kabupaten Tana Tidung dan menjadi kewenangan relatif  atau wilayah

hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  tertulis  bertanda P.2,  yang

berupa  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 24 Juni 2013 yang

dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten  Tarakan,

Provinsi Kalimantan Timur terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat

dalam perkawinan yang sah, sebagaimana sesuai dengan posita nomor 1; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  tertulis  bertanda P.3,  yang

berupa  Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  XXXX  kepala  keluarga  atas  nama

PEMOHON  tertanggal  29  Juli  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tana  Tidung maka  harus

dinyatakan terbukti Pemohon atas nama PEMOHON dan Termohon atas nama

HasnahYang  Lerah telah  membina  kehidupan  rumah  tangga  dan  belum

dikaruniai anak;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  tertulis  bertanda P.4,  yang

berupa  Fotokopi  Surat  Keputusan  Guberbur  Kalimantan  Utara,  Nomor

800/38/3.2-BKD  tentang Pemberian Izin Perceraian  tanggal  13 Januari  2020

yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur  Kalimantan  Utara maka  harus  dinyatakan

terbukti  telah  diberikan  izin  kepada  PEMOHON  sebagai  Pemohon  untuk

melakukan proses perceraian dengan Hasna Yang Lerah sebagai Termohon;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Pemohon  telah

memenuhi  syarat-syarat  formil  karena  telah  dewasa,  tidak  dilarang  untuk

diambil  keterangannya,  bersumpah  menurut  agamanya  dan  memberikan

keterangan  secara  terpisah  di  depan  persidangan  sehingga  dapat  diterima

sebagaimana ketentuan Pasal  171, 172 dan 175  R.Bg jo.  Pasal  22 huruf  b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  saksi  1 (satu)  SAKSI dan saksi  2 (dua) SAKSI 2

yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga

yang  terjadi  antara  Pemohon  dan  Termohon,  maka  majelis  berpendapat

bahwasanya  pernyataan  saksi  tersebut tidak  memenuhi  ketentuan  materiil

sebagai  saksi  sehingga  keterangannya tidak  dapat  diterima untuk  dijadikan

sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;
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Menimbang, bahwa saksi  3 (tiga)  SAKSI 3  yang dihadirkan Pemohon

mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah

tangga di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tana Tidung selama 2 (dua)

tahun,  kemudian pindah ke  Desa Sebidai  selama 1  (satu)  tahun,  kemudian

Pemohon dan Termohon membeli rumah di Jalan Pemakaman Muslim RT.05

Desa  Tideng  Pala  Timur  Kecamatan  XXX  Kabupaten  Tana  Tidung,  selama

pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup  bersama

sebagaimana layaknya suami istri dan  belum dikaruniai anak, awalnya rumah

tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saksi mengetaui karena

saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon saat masih ngontrak

di Desa XXX dan di Desa Sebidai; setelah Pemohon dan Termohon membeli

rumah di  Desa Tideng Pala Timur mulai  ada keretakan yang menyebabkan

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, hal itu saksi ketahui pada

pertengahan tahun 2017 saat Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah

baru  hanya  berselang  waktu  3  (tiga)  bulan  saja,  kemudian  Pemohon  lebih

memilih tinggal sendiri di kontrakan dan Pemohon tidak pernah kembali tinggal

di kediaman bersama Termohon;

Bahwa, kemudian  Ketua  Majelis  menyatakan  oleh  karena  penilaian

Majelis bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon belum bisa menguatkan dalil-

dalil  permohonannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Majelis karena

jabatannya  secara  ex-officio mempunyai  alasan  untuk  memerintahkan

Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) dan Pemohon bersedia

mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon

maka  Majelis  Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di  persidangan

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah

menikah pada tanggal 24 Juni 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

KUA Kecamatan  Tarakan  Barat,   sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor  XXX,  tanggal  24  Juni  2013, selama  pernikahan  tersebut

Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya

suami istri dan belum dikaruniai anak;
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- Bahwa setelah  menikah Pemohon dengan Termohon  tinggal bersama

dan membina rumah tangga di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten

Tana Tidung selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Desa Sebidai

selama  1  (satu)  tahun,  kemudian  Pemohon  dan  Termohon  membeli

rumah  di  Jalan  Pemakaman  Muslim  RT.05  Desa  Tideng  Pala  Timur

Kecamatan XXX Kabupaten Tana Tidung;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun

dan harmonis namun setelah Pemohon dan Termohon membeli rumah di

Desa  Tideng  Pala  Timur  pada  pertengahan  tahun  2017  mulai  ada

keretakan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon

tidak rukun dan harmonis,  yang disebabkan sering bertengkar  hingga

mengakibatkan  Pemohon  tinggal  bersama  Termohon  di  rumah  baru

hanya berselang waktu  3  (tiga)  bulan  saja,  kemudian Pemohon lebih

memilih tinggal sendiri di kontrakan dan Pemohon tidak pernah kembali

tinggal di kediaman bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut  di  atas,  terbukti

perkawinan  Pemohon  dengan  Termohon  telah  pecah  dan  rumah  tangga

mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih

baik di antara mereka;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mengambil  alih  pendapat  yang

termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman
100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مششع الشششقاق
والنشزاع عداما فىششذلك من ضششرربالغ بتربيششة
الولاد وسششلوكهم ولاخششير فى إجتمششاع بين
متباغضين ومهمششا يكن أسشباب هشذا النشششزاع
اخطششيرا كششان اواتافهششا فإنششه من الخششير أن
اتنتهى العل قة الزوجية بين هذين  الزوجين
لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شششريكا أاخششر

لحيااته يجد معه الطمأ نينة و الستقرار  
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Artinya  :  Sesungguhnya  kehidupan  suami  isteri  tidak  akan  tegak  dengan
adanya  perpecahan  dan  pertentangan,  selain  itu  justru  akan
menimbulkan  bahaya  yang  serius  terhadap  pendidikan  anak-anak
dan  perkembangan  mereka,  dan  tidak  ada  kebaikannya
mengumpulkan  dua  orang  yang  saling  membenci.  Dan  kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini,  baik  yang
membahayakan  atau  patut  dapat  diduga  membahayakan,
sesungguhnya  yang  lebih  baik  adalah  mengakhiri  hubungan
perkawinan  antara  dua  orang  suami  isteri  ini.  Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya,  barangkali  dengan  pasangan  baru  itu  diperoleh
ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقشششد ااختشششار السشششلم نظشششام الطلق حين
اتضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ول صششلح وحيث اتصششبح الربطششة الششزوج
صورة من غير روح لن الستمرار معناه أن
يحكم على أحششد الششزوجين بالسششجن المؤبششد

وهذا اتأباه روح العدالة
Artinya  :  Islam memilih  lembaga  thalaq/cerai  ketika  rumah tangga  sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi
nasehat/perdamaian,  dan  hubungan  suami  isteri  menjadi  tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 :

لا ضرر ولا ضرار
Artinya  :  “Tidak  boleh  menimbulkan  kemudharatan  dan  saling  membuat

kemudharatan”;

4. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,

yang berbunyi :

المصالح    ادرأ جلب على مقدم لمفاسد
Artinya  :“Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”;
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Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  perceraian  yang

diajukan  oleh  Pemohon  sebagai  suami,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa

perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah

ikatan  pernikahan,  oleh  karenanya  perceraian  hanya  dibenarkan  dalam

keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal

tersebut  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan

telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali

apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.  Pasal  116 Kompilasi

Hukum  Islam,  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama,  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974

Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis

Hakim  menilai  bahwa  unsur-unsur  untuk  dikabulkanya  sebuah  perceraian

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah

berpisah  tempat  tinggal,  hal  tersebut  telah  menunjukan  Pemohon  dan

Termohon  sudah  tidak  melaksanakan  kewajiban  masing-masing  layaknya

suami  istri,  dan  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yaitu

memerintahkan suami  istri  agar  hidup pada tempat  kediaman bersama dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat

dibenarkan  oleh  hukum.  Disamping  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  lama

pisah  antara  Pemohon  dan  Termohon  termasuk  kategori  cukup  lama  dan

keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i’tikad baik dari kedua belah

pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja

dapat  segera  terselesaikan,  namun  hal  tersebut  tidak  terjadi  pada  rumah
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tangga  Pemohon  dan  Termohon  sehingga  menjadikan  permasalahan  dalam

rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang,  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai  tanda keutuhan suami  istri,

oleh  karena  itu  fakta  adanya  pisah  tempat  tinggal  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  pernikahan,  agar

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan

dengan  pola  hidup  berpisah.  Disamping  itu,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa

dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi

antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  bisa  dibangun,  padahal  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

yang  baik,  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas  antara  suami  dan  istri

tersebut;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini  juga

mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

masih  dapat  dipertahankan  atau  tidak,  karenanya  apabila  selama  proses

persidangan  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  bersedia  lagi

meneruskan  kehidupan  rumah  tangga  dengan  pasangannya,  maka  apabila

rumah  tangga  tersebut  dipaksakan,  akan  sulit  untuk  mencapai  visi  misi

membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan  rahmah,  karena

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta  Pemohon  tidak  ingin

meneruskan  rumah  tangga  dengan  Termohon  menunjukan  bahwa  rumah

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  tujuan

adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

dihubungkan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

tanggal  17  Maret  1999  nomor  237/K/  AG/1998  yang  mengandung  abstrak

hukum,  bahwa  berselisih,  cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam satu  tempat

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan
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bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan,  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma'ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil  membuktikan adanya

alasan  perceraian  sesuai  dengan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

usaha perdamaian sesuai dengan Pasal  154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan  tidak dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak  pernah hadir   dan  usaha damai  oleh

Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal  31 ayat (1) dan (2)

serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata

tidak  berhasil,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan  permohonan

Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya

dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak,  maka

terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim

memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung

Selor;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  merupakan  perkara  Cerai  Talak  yang

diajukan  oleh  Pemohon sebagai  suami,  oleh  karenanya  perceraian  tersebut

terhitung  setelah  suami  mengikrarkan  talaknya  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama  sebagaimana  maksud  Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam,  adapun

pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini

berkekuatan hukum tetap,  hal  ini  sebagaimana ketentuan Pasal  70 ayat  (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
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yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan

sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka bagi Termohon terdapat waktu

tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh

hari) dikarenakan perceraian tersebut ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal

153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu

tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak

menikah  dengan  pria  lain,  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  pada

Pasal  151  Kompilasi  Hukum Islam.  Begitupula,  apabila  selama masa  iddah

tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami

istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud

rujuk  tersebut  dapat  diajukan  ke  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata

di  bidang  perkawinan,  maka  sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini  dibebankan kepada Pemohon yang

jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Tanjung Selor;  

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  16  Zulqaidah  1441 Hijriah,  oleh  kami  Akhmad Najin,  S.Ag.

sebagai  Ketua Majelis,  Oktoghaizha Rinjipirama,  S.H.I.  dan Rizal  Arif  Fitria,

S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Hamran B,

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota I                   Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.                   Akhmad Najin, S.Ag.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

 Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp30.000,00 
  2.  Proses  Rp50.000,00 
  3.  Panggilan  Rp2.250.000,00 
  4.  PNBP Rp20.000,00
  5.  Redaksi  Rp10.000,00 
  6.  Meterai  Rp6.000,00 

   Jumlah Rp2.366.000,00
         (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman

 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


